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Tesisini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas
peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan
leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta
bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak
dibebani pajak yang lebih tinggi karenaleasing.

Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif
analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk
dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.

Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria
apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan
tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang
peraturan pel aksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 K eputusan Menteri Keungan Republik Indonesia
Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karenatidak efisien dan tidak efektif karena
terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat
adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan
hak opsi apabilajangkawaktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan
agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-
undang perpajakan yang terbaru.
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